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Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hukum merupakan salah satu 

instrumen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. 

Hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan digunakan 

sebagai wadah bagi pemerintah dalam menuangkan berbagai kebijakan, terlebih 

dengan melihat keberagaman suku, ras, dan agama yang dianut masyarakat 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Subekti 

dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar hukum dan pengadilan bahwa hukum 

adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk 

mendatangkan kemakmuran dan k belakang 


